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ABSTRAK

SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING
CLEANING SERVICE DI PT BANK DANAMON TBK
CABANG PALEMBANG

MUHAMMAD ASROR

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (yang untuk selanjutnya
disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah beberapa periode dipakai di
Indonesia, outsourcing diakui terjadi wansprestasi yang menimbulkan lebih banyak
merugikan pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan
sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja
Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Thk Cabang Palembangdan
faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian
kerjaOutsourcingCleaning Servicedi PT Bank Danamon Tbk Cabang
Palembangdilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif,
yaitu memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer.
Selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi pada
tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian
dipahami bahwa 1) Sanksi Hukum Terhadap Wansprestasi dalam Perjanjian Kerja
Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk.Cabang Palembang
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6, dan Pasal 1337, 1338 KUHPerdata).
adanya kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut dengan adanya perjanjian dibuat
rangkap, bermaterai dipegang Pihak | dan tembusannya oleh Pihak Il. Apabila
terjadi wansprestasi maka sanksi hukum yang diberikan dengan dengan sanksi
denda pemotogngan gaji sesuai Pada pasal 4 ayat 10 perjanjian kerja tersebut
tertulis apabila Pihak 1l tidak hadir di lokasi kerja tanpa alasan yang sah atau terjadi
wansprestasi, maka akan dikenakan sanksi denda pemotongan upah dimana
penyelesaiannya akan dilakukan musyawarah, jika tidak terjadi mufakat maka akan
diselesaikan secara perundangan yang berlaku di wilayah hukum setempat melalui
jalur hukum atau pengadilan; dan 2) Faktor penyebab terjadinya wansprestasi
dalam perjanjian kerjaoutsourcingcleaning servicedi PT Bank Danamon Tbk
Cabang Palembang, yakni a) hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak
tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Padahal Islam mengatur mengenai
perjanjian bahwa Allah telah memerintahkan untuk memenuhi seluruh perjanjian
dan kewajiban, baik perjanjian dengan sesama.; dan b) Upah lebih rendah, jaminan
sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak
adanya jaminan pengembangan karier, dan lain-lainnya.

Kata kunci : Sanksi Hukum, TenagaKerjaYang Wansprestasi, Perjanjian Kerja,
Outsourching Cleaning Service
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di
antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan
proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan
bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan

(kepentingan) melalui proses tawar-menawar.*

Salah satu upaya membentuk kesepakatan dapat dilakukan dengan mempekerjakan
tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran
perusahaan. Kecenderungan suatu perusahaan untuk memperkerjakan karyawan dengan
sistem outsourcing, pada umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk
melakukan efisiensi biaya produksi. Dengan menggunakan sistem outsourcing tersebut,
pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya

manusia yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.?

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara perjanjian kontrak kerja
dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga dengan outsourcing / alih daya. Berkenaan
dengan hal itu maka norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum dari
tenaga kerja outsourcing /alih daya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/V1/2004 Tahun

2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101)

1Agus Yudha Hernoko, 2010 Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, him. 1.
2 Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika, him. 217-218.
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Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa outsourcing / alih daya adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara
pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan yang dibuat secara tertulis, sehingga pekerja atau tenaga kerja bukan karyawan
atau tenaga kerja tetap perusahaan tersebut melainkan tenaga kerja kontrak dengan jangka
waktu tertentu. Outsourcing/alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian
beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa
tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria
yang telah disepakati oleh para pihak.

Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan melakukan outsourcing / alih daya
adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat
mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat
mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa
pasar, dengan tujuan strategis ialah bahwa dengan melakukan outsourcing / alih daya,
perusahaan ingin meningkatkan kemampuannya berkompetisi, atau ingin meningkatkan
atau sekurang-kurangnya mempertahankan keunggulan kompetitifnya.> Kompetisi antara
perusahaan umumnya menyangkut tiga hal, yaitu harga produk, mutu produk dan layanan.
Oleh karena itu, pekerjaan harus diserahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih
berpengalaman daripada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang
diserahkan, tidak sekedar pihak ketiga saja. Namun demikian tidak semua pekerjaan dapat
dialihkan dengan cara outsourcing / alih daya, hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu saja yang dapat dialihkan kepada perusahaan lain. Perusahaan dalam hal ini

187.

% Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada, him.



dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lainnya melalui
pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja.

Pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
menyebutkan : “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu:
dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau
tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan; tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Berhubungan dengan pekerjaan, perjanjian kerja dalam sebuah perusahan diartikan
sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya dalam Pasal 1320
KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu
adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan,
hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat
dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdata disebut sebagai ketentuan yang
mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan
berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-
Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak

dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.*

* R. Subekti ., 2005,Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, him.1.



Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,
outsourcing / alig dayadibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Nomor 13
Tahun 2003 menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang
berhubungan di luar usaha pokok (core bussiness) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut
antara lain : usaha pelayanan, kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan
bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan
pekerja/buruh. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (yang untuk
selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah beberapa periode dipakai
di Indonesia, outsourcing diakui terjadi wansprestasi yang menimbulkan lebih banyak
merugikan pekerja/buruh.> Kerugian itu misalnya, upah pekerja/buruh menjadi lebih
rendah, tidak ada jaminan sosial, meskipun ada jaminan sosial tersebut hanya sebatas
minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karier seperti
cleaning service.® Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan
pekerja/buruh untuk menuntut hak-haknya. Sehingga, diperlukan upaya hukum jika terjadi
wansprestasi dalam sebuah perjanjian kerja. Tentukan akan terdapat sanksi hukum perdata.

Salah  satu contoh  perjanjian  kerjasama  dalam  ketenagakerjaan
oursourcingcleaning service sering dilakukan di PT. Bank DanamonTbk. Namun, ada akhir
tahun 2018 lalau, ada sebuah kejadian wansprestasi dalam ketenagakerjaan
oursourcingcleaning service di PT. Bank Danamon. Tbk, dimana seorang pemuda berusia

21 tahun yang menjadi cleaning service yang bekerja baru 2 bulan mendadak berhenti dak

S Asri Wijayanti,2019, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, him52.
® 1bid, him.219.



tidak pernah lagi masuk bekerja. Ditambah lagi pekerja cleaning service tersebut tidak
pernah mengajukan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis dengan pipinan
perusahaan. Karena hal inilah peneliti memilih objek penelitian di PT. Bank Danamon Tbk.

Menyikapi persoalan tersebut dan merujuk dari latar Belakang yang telah diuraikan
diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi
dengan judul :* SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING CLEANING

SERVICE DI PT BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG.”

. Permasalahan.
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menarik beberapa
permasalahan diantaranya sebagai berikut ini :
1. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian
kerja Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbhk Cabang Palembang?
2. Faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerja OutsourcingCleaning
Service di PT Bank Danamon Thk Cabang Palembang?
. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka penelitian ini hanya meneliti dan
membahas tentang “SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJAOUTSOURCHING CLEANING
SERVICE DI PT BANK DANAMON TBK. CABANG PALEMBANG” sehingga
memudahkan penulis untuk membahas dan memecahakan permasalahan yang ada pada

skripsi ini.

1. Tujuan Penelitian :



a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang
wansprestasi dalam perjanjian kerja Oursourching Cleaning service di PT Bank
Danamon Thk Cabang Palembang.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tenaga kerja yang
wansprestasi dalam perjanjian kerjaOutsourcingCleaning Servicedi PT Bank
Danamon Thk Cabang Palembang.

2. Manfaat Penelitian :

a. Dapat menjadi bahan refrensi, sumber imformasi, dan sumber pemikiran baru
dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
tentang sanksi hukum terhadaptenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian
kerjaOursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk. Cabang
Palembang.

b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai sanksi
hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian
kerjaOursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk. Cabang

Palembang.

D. Kerangka Konseptual
1. Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum
yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan
situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau
tindakan’.
2. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratanEropa (civil law)

" 1bid, him.219.



dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau
hukum perdata®

3. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau
dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak
debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan
adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut
pembatalan perjanjian®.

4. Sistem Ketenagakerjaan Outsourcing sebagai sistem kerja yang diterapkan perusahaan
dengan penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh
kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian®.

5. Perjanjian kerja adalah kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang
paling penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk
mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi
persetujuan  atas  pernyataan  kehendak  dari  masing-masing  pihak
(overeenstemende.wilsverklaring) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan
dimana tawaran (offeree), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan

akseptasit!

E. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama
yang berkaitan dengan sanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wansprestasi

dalam perjanjian kerjaOursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbkdan faktor

8 Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif
Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju, hIm.67.

® Purwahid Patrik, 2014, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, him. 67.

10 1bid, him.68

11 Sudargo Gautama,dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, Penawaran dan Penerimaan Dalam
Hukum Perjanjian, Jakarta: Grasindo, him. 35



penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerjaOutsourcingCleaning Servicedi
PT Bank Danamon Thk Cabang Palembang.
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yurisdis empiris yaitu suatu
metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku
nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung namun tetap mengacu pada norma
hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan
serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan
yang berlaku di masyarakat.*?. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati
hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.!® Penelitian
Empiris berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif
yang menjadi dasar pelaksanaan bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran
dan menganalisissanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam
perjanjian kerja Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Thk. Cabang
Palembang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu tipe
penelitian dengan menggunakan in concreto. In concreto merupakan usaha untuk
menemukan apakah hukumnya sesuai diterapkan 4. Dalam hal ini apakah hukum
perjanjian tentang perjanjian outsourcing / alih daya telah diterapkan dalam kenyataan

praktek. Dengan metode penelitian in concreto penelitian menjelaskan tentang

12 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam
Penelitian Hukum, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, him. 18.
13 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka
Pelajar, him.280
14 Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. Metodologi Penelitian Hukum & Yurismetri, Jakarta,
hal.22



pelaksanaan perjanjian outsourcing / alih daya, masalah-masalah yang timbul dan

upaya untuk mengatasi masalah tesebut dalam perjanjian outsourcing / alih daya.

2. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui
Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara
menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan
hukum seperti data sekunder terdiri dariSumber data yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber
pertama, yakni masyarakat melalui penelitian Sedangkan data sekunder terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas.”® Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer
yang digunakan adalah yang berhubungan dengan Sanksi hukum perdata terhadap
tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerjaOursourching Cleaning
service di PT Bank Danamon Thk Cabang Palembang.

2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi,
tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (dalam bentuk online juga
termasuk).’® Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku

yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan.

15 peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, him.141.
16 1hid, him.155.
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3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum
primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan website resmi

dalam internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang
diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

b Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuaidengan
bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.

¢ Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkandata pada
tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga

memudahkan dalam pembahasannya.

4. Analisis Data
Analisis dilakukam secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam
bentuk kalimat yang teratur,runtut,logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga
memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan
sehingga diperolen gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang

dibahas.
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F. Sistematika Penulisan
Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |I: PENDAHULUAN
Bagian pendahuluan ini menguraikan berupa latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika
penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bagian tinjauan pustraka ini menguraikan berupa Tinjauan Umum Hukum,
Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan tentang
Ketenagakerjaan, dan Tinjauan tentang Perusahaan

BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan berupa Sanksi hukum
terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerjaOursourching
Cleaning service di PT Bank Danamon TbkCabang Palembang.dan faktor
penyebab terjadinya tenaga Kkerja yang wansprestasi dalam perjanjian
kerjaOutsourcingCleaning Servicedi PT Bank Danamon Tbk. Cabang
Palembang.

BAB IV : PENUTUP
Bagian penutup menguraikan berupa kesimpulan dan saran
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